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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Situbondo yang mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi diluar program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kurangnya penyampaian informasi
terkait Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan serta proses pelaksanaan
program tiap tahunnya mengalami keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui Implementasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan di
Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. Metode penelitian ini yaitu
penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder
yakni dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggali
informasi dan data dengan wawancara kepada informan yang telah ditentukan
sedangkan analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT)
Nelayan di Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo sebagian besar sesuai
dengan sop yang tercantum, akan tetapi ditemukan beberapa kendala seperti susahnya
menentukan lokasi yang sesuai kriteria, kurangnya informasi yang disampaikan kepada
masyarakat, dan komunikasi antara tim Pemerintah Desa Agel dengan tim Badan
Pertanahan Nasional Situbondo yang kurang mengakibatkan proses pendataan
terlambat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan



ABSTRACT

This research is motivated by the difficulties faced by the Livestock and Fisheries
Office of Situbondo Regency in determining locations outside the Complete Systematic
Land Registration (PTSL) program, the lack of information delivery related the
Fishermen's Land Rights Certification Program (SeHAT), and the delays in the
program's implementation each year. This study aims to evaluate the implementation of
the Fishermen's Land Rights Certification Program (SeHAT) in Agel Village, Jangkar
District, Situbondo Regency.The research method used is qualitative. The data sources
for this research are primary and secondary, collected through interviews, observations,
and documentation. The researcher gathers information and data through interviews
with predetermined informants, while data analysis employs descriptive analysis. The
research results indicate that the implementation of the Fishermen’s Land Rights
Certification Program (SeHAT) in Agel Village, Jangkar District, Situbondo Regency is
largely in accordance with the specified standard operating procedures (SOPs).
However, several issues were identified, such as difficulties in determining locations
that fit the criteria, lack of information provided to the community, and insufficient
communication between the Agel Village Government team and the National Land
Agency of Situbondo, which has caused delays in the data collection process.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis
terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan
Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Dengan
memiliki luas wilayah perairan dan garis pantai yang panjang menjadikan menjadikan
Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa. Salah satu
potensi tersebut adalah sektor perikanan. Dengan melimpahnya sumber daya perikanan
yang dimiliki, proteksi Indonesia dalam menjaga potensi tersebut harus dirumuskan
dengan baik. Dalam hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, serta berkewajiban menjalankan
fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengawasan pengelolaan
sumber daya kelautan dan perikanan (KKP, 2015).

Wilayah perairan yang memiliki banyak sekali potensi khususnya di sektor
perikanan yang dapat memberikan kontribusi signifikan untuk kemakmuran
masyarakat pesisir di Indonesia. Masyarakat dapat memperolah manfaat dari sektor
perikanan, khususnya para nelayan. Namun sangat disayangkan, kekayaan sumber
daya alam yang dimiliki Indonesia ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik, kondisi
tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, yang
cenderung rendah. Dilihat dari kondisi masyarakat pesisir diberbagai kawasan pada
umumnya ditandai oleh kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya, rendahnya sumber
daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulusan Sekolah Dasar
(SD) bahkan belum tamat SD, dan lemahnya kapasitas berorganisasi masyarakat.



Sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan yang
berakar pada tingginya aspek ketergantungan nelayan terhadap kegiatan usaha melaut
dan keterampilan penangkapan nelayan yang masih rendah.

“Keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan, keterbatasan

kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerja

(pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang

dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, kesulitan melakukan

diversifikasi usaha penangkapan, ketergantungan yang tinggi terhadap
okupasi laut dan gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang
berorientasi ke masa depan, sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih
meguntungkan pedagang perantara, terbatasnya teknologi pengolahan

hasil tangkapan pasca panen, kondisi alam dan fluktuasi musim yang

tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun sehingga akan

menggangu konsistensi perolehan pendapatan nelayan.” (Sumber:

Kusnadi 2009:19)

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi,
sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh. Untuk itu,
harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan nelayan.
Pemerintah terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berusaha untuk
mendukung para nelayan agar terus tumbuh dan berkembang dengan membuat
program kerja. Salah satunya permasalahan keterbatasan modal usaha, KKP membuat
program Sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) nelayan untuk memberikan kepastian
hukum atas tanah nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, mengubah predikat
modal pasif (liquid capital) menjadi modal aktif (active capital), yang dapat
didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan atau lembaga
keuangan non bank.

Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan ini dilatarbelakangi oleh
adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada nelayan di wilayah pesisir pantai
maupun pembudidaya ikan seperti keterbatasan keterampilan dan teknologi,
rendahnya akses terhadap permodalan, belum adanya insentif moneter bagi nelayan,
rantai tata niaga yang merugikan nelayan yang tidak mempunyai asset sebagai modal
aktif dan minimnya perlindungan sosial nelayan. . Selain melihat dari permasalahan
yang ada, program ini mengacu pada kebijakan perikanan tangkap dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2024, dinyatakan bahwa salah
satu upaya pemerintah untuk pembangunan perikanan tangkap yakni dengan
mengupayakan “Pengembangan Permukiman Nelayan Maju”. Diantara program dan
kegiatan berkaikan atau penataan sarana/prasarana dan infrastruktur dasar kawasan
hunian nelayan di suatu kampung nelayan agar tercipta lingkungan yang bersih,
nyaman, maju dan mandiri.

Dalam rangka meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan
pelaku usaha penangkapan ikan, salah satu program pemerintah dalam mendukung
“Pengembangan Permukiman Nelayan Maju” adalah melalui penataan/legalisasi aset
dan penggunaan/pemanfaatan aset sebagai modal pengembangan usaha nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Direktorat Jenderal Hubungan Hukum
Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Deputi
Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian



Kelautan dan Perikanan, menjalin kerjasama dalam bentuk pelaksanaan pemberdayaan
hak atas tanah masyarakat melalui kegiatan fasilitiasi Sertifikasi Hak atas Tanah
Nelayan.

Kegiatan fasilitasi Sertifikasi Hak atas Tanah Nelayan dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan, dengan memberikan manfaat
bagi nelayan antara lain :

1. Mengurangi potensi hilangnya aset tanah nelayan akibat tidak adanya kepastian
hukum atas kepemilikan.

2. Nelayan dapat menbangun tempat tinggal menetap permanen, layak, dan sehat.

3. Tanah merupakan aset yang dapat dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman
modal usaha dari lembaga keuangan, baik bank maupun non bank.

Melalui upaya tersebut diharapkan nelayan memperoleh akses pemberdayaan
(fasilitasi modal usaha, produksi, dan pasar) untuk peningkatan dan pengembangan
ekonomi produktif lainnya. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan
bertujuan untuk :

1. Memfasilitasi penyediaan aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan/agunan
dalam memperoleh modal usaha.

2. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan.

3. Meningkatkan kepastian dan keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan
pemberdayaan dan pengembangan usaha nelayan.

Dirjen perikanan budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan dengan sertifikat
yang dimiliki maka pembudidaya memiliki peluang yang lebih besar dalam mengakses
pembiayaan. Pasalnya, masih banyak lahan produktif untuk usaha pembudidayaan
ikan yang belum bersertifikat. Sementara, harapan pembudidaya ikan untuk
mengembangkan usahanya sangat besar.

Dalam menjalankan program tersebut Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Situbondo yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasiaonal
Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Desa yang telah memberikan program SeHAT
kepada para nelayan yang ada di Situbondo tiap tahun. Mulai tahun 2021-2023 beberapa
desa di Kecamatan Jangkar terus menerus mendapatkan program SeHAT Nelayan.
Salah satu desa yang masyarakatnya mendapatkan program tersebut ialah di Desa Agel
Kecamatan Jangkar. Desa Agel merupakan desa pesisir yang warganya sebagian besar
bermata pencaharian nelayan dan petani. Jumlah penduduk yang berprofesi nelayan
berjumlah 150 orang. Desa Agel mendapatkan program SeHAT Nelayan mulai tahun
2021-2023. Berikut merupakan data penerima program SeHAT Nelayan di Desa Agel
Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dari tahun 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Penerima Program SeHAT Nelayan di Desa Agel
Tahun Jumlah Penerima Program SeHAT Nelayan

2021 82
2022 58
2023 75
Total 215

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Tabel diatas merupakan jumlah penerima Program SeHAT Nelayan di Desa
Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo pada tahun 2021-2023. Total sertifikat
yang diterbitkan dari 2021-2023 di Desa Agel yaitu 215 sertfikat tanah. Dengan jumlah



penduduk yang berprofesi nelayan di Desa Agel tentu data tersebut tidak sesuai dengan
total sertifikat tanah yang diterbitkan. Hal ini disebabkan karena dalam 1 keluarga
nelayan memiliki lebih dari satu bidang tanah yang belum disertifikasi, pedagang ikan
di pasar turut ikut serta bisa mendaftar dan sanak saudara yang masih ada hubungan
dengan nelayan juga dapat mendaftarkan tanahnya. Tentu hal ini yang menyebabkan
adanya perbedaan jumlah penduduk yang berprofesi nelayan dengan jumlah sertifikat
tanah yang diterbitkan.

Program SeHAT Nelayan memiliki beberapa persyaratan untuk Calon Peserta
Calon Lokasi (CPCL) dan bidang tanah yang akan disertifikasi seperti memiliki bukti
pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atau pajak bumi dan
bangunan tahun berjalan yang sudah lunas, tanah tidak dalam sengketa, belum
bersertifikat, bukan tanah wakaf, sanggup membayar BPHTP dan pajak penghasilan,
serta biaya persiapan sertifikasi antara lain seperti materai, pembuatan dan pemasangan
patok batas, dan pembuatan dokumen bukti kepelikikan tanah sesuai ketentuan yang
berlaku dan beberapa syarat lainnya.

Ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program ini yaitu
susahnya menentukan lokasi yang masuk dalam persyaratan karena mayoritas
masyarakat di Situbondo banyak yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL), sosialisasi yang kurang maksimal dikarenakan sosialisasi
yang di berikan tidak keseluruh tetapi hanya beberapa saja dan hanya melaksanakan
sosialisasi 1 kali saja dan dalam proses pelaksanaan program setiap tahunnya
mengalami keterlambatan dalam proses pendataan, pengecekan administrasi yang
cukup lama disebabkan berkas-berkas yang diserahkan oleh tim dari desa tidak lengkap
serta kurangnya kominukasi antara tim panitia desa dengan tin dari BPN dan
banyaknya tanah bermasalah karena tanah yang diajukan tidak sesuai kriteria dan
penerbitan sertifikat tanah kepada nelayan yang lambat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan
masalah penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Program Sertifikasi Hak atas Tanah
(SeHAT) Nelayan di Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo?.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum
tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada
seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, “kebijakan” adalah terjemahan dari kata
(policy). Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi
garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat
berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil
keputusan puncak dan bukan kegiatan kegiatan berulang yang rutin dan terprogram
atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Noeng Muhadjir (1993: 15) kebijakan merupakan upaya memecahkan
problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejaheraan
masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:

1. Tingkat hidup masyarakat meningkat,

2. Terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi
individual

3. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah,
perencanaan, keputusan dan implementasi)

4. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu
pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau
pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata



implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya

mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu

kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada
norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008:57-58), Implementasi
kebijaksanaan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik
dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya.
Melihat bahwa Implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena
yang membuat kebijakan adalah Eksekutif dan Lagislatif kedua lembaga ini adalah
lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan
politik / kekuasaan.

Secara konsepsional, implementasi kebijakan dapat diidentifikasi sebagai suatu
tindakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik secara individu maupun
berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam
kebijakan. Secara umum implementasi kebijakan merupakan suatu turunan pada
tataran penjabaran suatu rumusan kebijakan dan tindakan yang lebih bersifat konkrit
(mikro). Dengan kata lain, merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan atau rumusan
kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi baru
dimulai, jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan disusun, serta dana
telah siap untuk dialokasikan guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Sedangkan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Solichin
Abdul Wahab, 2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan
bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan,
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian- kejadian.

. Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah
sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusankeputusan politik ke
dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari
pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa
dari suatu kebijakan.

Berikut Faktor-faktor yang dapat menunjang program implementasi menurut
George C. Edwards III (Ali, 2017:66 ) sebagai berikut :

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik
apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian
informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya
jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan
keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai
tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya
dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang
menjadi implementer program.

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata
aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit Keempat faktor di atas,
dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga



adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan
faktor yang lain.

Sertifikat tanah adalah bukti otentik kepemilikan dan hak seseorang atas suatu
tanah atau lahan, dengan status hukum yang jelas. Surat sertifika tanah yang
dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), merupakan dokumen negara yang
penting untuk dimiliki. Menurut pasal 32 PP No.24 Th 1997 :

a. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur
dan buku tanah hak yang bersangkutan.

b. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama
orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan
secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah
itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang
bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai
penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

(Sumber:Peraturan Pemerintah Repuplik Indonesia Pasal 32 No.24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penilitian kualitatif
deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Situbondo Jalan. Pb. Sudirman no. 77c Karangasem. Patokan, Kab. Situbondo. Jawa
Timur dan Kantor Desa Agel Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur,
68372. Informan dalam penelitian ini berjumlah & orang. Teknik pengumpulan data
yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik wawancara,
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan
Huberman (1984), yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan. Pemeriksaaan keabsahan data menggunakan triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Dalam rangka meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan
pelaku usaha penangkapan ikan, salah satu program pemerintah dalam mendukung
“Pengembangan Permukiman Nelayan Maju” adalah melalui penataan/legalisasi aset
dan penggunaan/pemanfaatan aset sebagai modal pengembangan usaha nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Direktorat Jenderal Hubungan Hukum
Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Deputi
Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, dengan Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, menjalin kerjasama dalam bentuk pelaksanaan pemberdayaan
hak atas tanah masyarakat melalui kegiatan fasilitiasi Sertifikasi Hak atas Tanah
Nelayan.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan gambaran
menyangkut Implementasi Program Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan maka
peneliti dapat melakukan observasi dilapangan yang kemudian dilakukan pendekatan



dan wawancara kepada informan yang hasilnya dapat diuraikan dalam hasil penelitian
ini. Tata cara program ini melalui beberapa tahap yaitu koordinasi dan penentuan lokasi
CPCL, sosialisasi, identifikasi, verifikasi dan validasi data, penyusunan daftar
nominatif, tahap pelaksanaan sertifikasi, dan tahap pelaporan.
A. Tahap Penentuan Lokasi Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL)
Dalam Tahap Penentuan Lokasi CPCL memiliki beberapa kendala yaitu susah
mencari lokasi yang tidak termasuk dalam program PTSL dan kesiapan dari
perangkat desa dalam mengikuti program SeHAT Nelayan. Kepala Desa Agel
beserta perangkat desa lainnya mempunyai antusias yang sangat tinggi dalam
membantu masyarakat didesanya, oleh karena itu desa Agel sudah mengikuti
program ini mulai tahun 2021-2023.
B. Tahap Sosialisasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan
Tahap Sosialisasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan
diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo
bersama Kantor BPN Situbondo serta Perangkat Desa Agel yang bertempat di Balai
Desa Agel. Penyampaian undangan yang disebarkan oleh perangkat desa Agel
kurang merata, terdapat beberapa CPCL yang tidak mendapatkan surat undangan
sosialisasi tetapi terdaftar dalam program SeHAT Nelayan.
C. Proses Pendataan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan
Dari hasil wawancara dengan beberapa sumber, terdapat beberapa temuan terkait
proses pendataan kepada CPCL program Sertifikasi Atas Hak Tanah (SeHAT)
Nelayan yang dilakukan oleh Perangkat Desa Agel. Hasil wawancara narasumber
mengungkapkan bahwa proses pendataan dilakukan oleh perangkat desa sebelum
adanya Program SeHAT Nelayan, pendataan yang dilakukan ketika adanya
program PTSL.. perangkat desa telah melakukan pendataan secara merata, tetapi
masih ada masyarakat yang tanahnya tidak bersertifikat tidak pernah didata.
masrayakat masih ada yang belum tau terkait program sertifikat tanah dari
Program PTSL hingga Program SeHAT Nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak
meratanya informasi yang diberikan oleh perangkat desa kepada masyarakat dan
kurangnya pendataan ulang atau pengecekan ulang ke masrayakat agar seluruh
masrayakatnya bisa terdata dan bissa ikut serta dalam Program SeHAT Nelayan.
D. Proses Penyaluran Informasi Kepada Masyarakat
Informasi dari beberapa narasumber bahwa Program Sertifikasi Hak Atas Tanah
(SeHAT) Nelayan masing kurang. Masyarakat hampir tidak pernah tau informasi
tentang program ini, karena tidak dilakukannya informasi secara langsung
melainkan pihak desa hanya membuat pamflet ditempelkan di mading balai desa.
Terkait jumlah penerima Program SeHAT Nelayan tiap tahunnya berbeda-beda
tergantung kuota dan dana yang tersedia. Bagi penerima program ini, sangat
terbantu karena tidak perlu mengurus langsung ke Kantor Pertanahan dan bisa
mendapatkan modal aktif untuk mengembangkan usahanya.
E. Faktor Penghambat Dan Pendukung Program Sertifikasi Hak Atas Tanah
(SeHAT) Nelayan
Setiap pelaksanaan program pasti ada yang berjalan lancar namun juga ada
beberapa penghalang. Seperti pelaksanaan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah
(SeHAT) Nelayan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat serta pendukung
dalam pelaksanaannya.
1. Faktor Pemhambat
Faktor penghambat dari pelaksanaan Program SeHAT Nelayan adalah
minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat, kurangnya komunikasi



antara tim dari Perangkat Desa dengan tim dari Kantor Pertanahan dan

banyaknya tanah yang bermasalah dan tidak sesuai kriteria yang sudah

tercantum. Hal ini menimbulkan beberapa progres yang melambat dan banyak

masyarakat yang tidak tahu tentang program ini.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan Program Seritifikasi Hak Atas

Tanah (SeHAT) Nelayan yaitu membantu dan mempermudah masyarakat

dalam proses pengurusan administrasi sampai penyerahan sertifikat tanah. hal

lainnya didukung oleh kerjasama tim yang bagus, sigap dan cekatan dalam

proses pelaksanaan program ini berlansung hingga akhir.

F. Proses Penyerahan Sertifikat Tanah Nelayan

Dari beberapa sumber diatas dapat diperoleh informasi bahwa proses
penyerahan sertifikat tanah nelayan melibatkan dari pihak Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Situbondo, Perangkat Desa yang menerima Program SeHAT
Nelayan, Kantor BPN Situbondo, dan pihak Bank yang bersangkutan. Tempat
pelaksanaan setiap proses penyerahan sertifikat berbeda-beda menyesuaikan lokasi
terdekat dengan beberapa desa yang menerima program ini. Persyaratan yang harus
dibawa penerima saat proses penyerahan sertifikat yaitu undangan, fotocopy KTP
serta surat kuasa bermaterai jika yang tidak bisa hadir agar dapat diwakilkan.

Dalam proses penyerahan sertifikasi tanah pada tahun 2022 mengalami
keterlambatan karena ada beberapa kendala yaitu proses pendataan, pengecekan
administrasi yang tidak tepat waktu dan keterlampatan dari pusat serta penerbitan
sertifikat yang lambat. Biaya yang dikeluarkan oleh penerima Program SeHAT
Nelayan sebesar Rp.250.000 hal ini diperuntukkan untuk membeli materai,
pembuatan dan pemasangan patok serta pembuatan dokumen bukti kepemilikan
tanah. Tidak adanya transparansi dari pihak desa tentang rincian dari uang yang
penerima program keluarkan, ternyata ada rincian lain yang tidak disampaikan
yaitu untuk tambahan uang lembur tim pelaksana dari desa saat pelaksaan program
ini serta tambahan uang transpaortasi untuk mengantarkan dan mengurus berkas-
berkas warga. Tidak adanya pendaftaran ulang dalam proses penyerahan sertifikat,
penerima program hanya mengisi daftar hadir untuk lampiran di pelaporan.

G. Proses Penyusunan Laporan Kegiatan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber diatas dapat diperoleh
informasi bahwa yang penyusun pelaporan kegiatan ialah Staff Pengelola Produksi
Perikanan beserta tim dengan koordinasi langsung bersama tim dari Kantor
Pertanahan. Laporan ini dievaluasi oleh Kepala Bidang pemberdayaan nelayan
sebelum disampaikan ke Dinas Perikanan Peovinsi yang berkoordinasi dengan
Kantor Wilayah BPN selanjutnya disampaikan ke Ditjen Perikanan Tangkap yang
berkoordinasi dengan Ditjen Penataan Agraria. Laporan kegiatan ini yaitu pertama,
sosialisasi dan pelaksanaan indentifikasi Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) serta
dokumen data yuridis, kedua penyiapan daftar nominatif, ketiga hasil realisasi
penerima Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan, keempat hasil
capaian kegiatan Program SeHAT Nelayan, kelima itu ada kendala dan permsalahan
yang terjadi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dokumentasi lainnya. Dalam
prosen penyusunan pelaporan kegiatan tidak ada kendala yang terjadi, karena dari
pihak penyusun selalu berkoordinasi dengan baik.



KESIMPULAN
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Sasaran Penerima Program

Dalam proses menentukan sasaran penerima program masih ditemukan kendala
yaitu susahnya mencari lokasi yang tidak terdaftar dalam Program PTSL. Karena
hampir semua loaksi di Kabupaten Situbondo yang tanahnya sudah terdaftar di
Program PTSL.
2. Sosialisasi

Proses sosialisasi yang dilakukan kurang merata yang menyebabkan sebagian
masyarakat belum tahu tentang Program SeHAT Nelayan dan belum ada pendataan
ulang di masyarakat. Pihak desa membuat pamflet yang hanya ditempel di pusat
informasi yang ada di Balai Desa Agel.
3. Pelaksanaan Program

Proses penyerahan sertifikat tanah dilaksanakan sesuai lokasi yang terdekat.
Masyarakat di undang untuk datang dalam penyerahan ssertifikat tanah dengan
membawa persyaratan berupa fotocopy KTP, undangan, serta dapat diwakilkan jika
berhalangan hadir dengan membawa surat kuasa bermaterai. Namun masyarakat Desa
Agel pernah mengalima proses penerbitan sertifikat yang luamayan lama di Tahun
2022. Adanya biaya yang dikenakan kepada masyarakat penerima Program SeHAT
Nelayan sebesar Rp. 250.000. terkait biaya yang dikenakan kepada msyarakat sudah
menjadi salah satu syarat yang tercantum dalam juknis. Akan tetapi petugas tidak
menjelaskan secara lebih rinci terkait rincian biaya yang telah masyarakat keluarkan.
Sehingga ada kecurigaan pembekakan biaya.
4. Penyusunan Laporan

Dalam penyusunan pelaporan kegiatan dilakukan oleh Staff Pengelola Produksi
Perikanan beserta tim dengan koordinasi langsung bersama tim dari Kantor Pertanahan.
Namun masyarakat tidak mengetahui adanya penyusunan yang melibatkan
masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui kegiatan penyusunan laporan
tersebut, sering kali Masyarakat lambat menerima informasi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat beberapa saran yang akan peneliti
berikan dari judul “Implementasi Implementasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah
(SeHAT) Nelayan di Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo” diantaranya
: perangkat desa dan dinas terkait seharusnya melakukan penyebaran informasi secara
berkala terkait Program Setifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan serta memberikan
rincian biaya yang masyarakat keluarkan secara transparansi. Selain itu, proses
penyusulan pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan
kabupaten Situbondo disampaikan ketika mengadakan sosialisasi secara rinci agar
masyarakat dapat memahami manfaat dan tujuan secara baik serta berpartisipasi dalam
pengawasan. Dengan begitu maka akan tercipta transparasi, komuikasi efektif dan
partisipasi masyarakat diharapkan program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT)
Nelayan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan tujuan program dan lebih
efisien.
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